INSPEKTORAT JENDERAL

Kementetian
Perindustrian Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
EEH PR Telp : 021-5255509 Pes. 4002, 4033

PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR: 127 /1J-IND/PERAG/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 29/M-IND/6/2013 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian dan
untuk mempermudah serta memperjelas prosedur penanganan
pengaduan masyarakat, perfu ditetapkan Peraturan Inspektur Jenderal
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

()

Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah serangkaian proses penanganan pengaduan -
berupa penelaahan, monitoring, konfirmasi, klarifikasi dan atau audit dengan tujuan

tertentu/ riksus untuk mengungkap kebenaran perihal yang diadukan.

Pencatatan Pengaduan Masyarakat adalah pencatatan atas informasi dari dokumen
aduan kedalam buku agenda khusus yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan sistem aplikasi komputer.

Penelaahan adalah kegiatan penelitian atas dokumen dan/atau informasi yang diadukan
agar dapat dirumuskan inti masalahnya dalam laporan hasil penelaahan, guna
penanganan lebih lanjut.

Penyaluran adalah  kegiatan untuk menyalurkan pengaduan masyarakat guna
diteruskan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menangani pengaduan sesuai
dengan kewenangannya.

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat adalah kegiatan aksi yang harus dilakukan oleh
pimpinan atau pejabat pada unit kerja yang berwenang atas rekomendasi hasil
penelaahan dari pengaduan yang disampaikan.

Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat adalah aktivitas penanganan secara
langsung atau tidak langsung yang meliputi kegiatan pengumpulan data/informasi,
klarifikasi/konfirmasi dan koordinasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat.

. Pelaporan adalah penyampaian hasil dari pelaksanaan tindak lanjut pengaduan

masyarakat yang disusun dalam bentuk laporan kepada pihak yang berwenang.

Pengarsipan adalah penataan dokumen atas laporan pengaduan, tindak lanjut
pengaduan masyarakat dan dokumen pendukung lainnya yang terkait.

Konfirmasi adalah kegiatan untuk mendapat penegasan mengenai keberadaan terlapor
maupun mengenai masalah yang dilaporkan.

10. Klarifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan

yang sebenarnya dari sumber pengaduan dan atau yang diadukan.

Pasal 2

(1) Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada unit satuan kerja di lingkungan

Kementerian Perindustrian dikelola oleh Inspektorat Jenderal.

(2) Pengaduan masyarakat yang diterima langsung oleh unit satuan kerja diteruskan

kepada Inspektorat Jenderal.



Pasal 3

Pengelolaan pengaduan masyarakat meliputi tahapan:

™m0 TP

(D

@
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Pencatatan;
Penelashan;
Penyaluran;
Tindak lanjut;
Pelaporan,
Pengarsipan.

Pasal 4

Pencatatan pengaduan masyarakat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem
aplikasi komputer dikoordinasikan oleh Inspektur IV dan dilaksanakan oleh Klinik
Konsultasi ITJEN.

.Pencatatan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Agenda
Penerimaan Pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pencatatan secara non manual dicatat dalam sistem aplikasi komputer Inspektorat
Jenderal.

Pasal 5

Penelaahan pengaduan masyarakat dikoordinasikan oleh Inspektur IV selaku Ketua
Klinik Konsultasi Itjen.

Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Inspektur sesuai cakupan tugasnya dan dapat melibatkan Pejabat Eselon II atau
pimpinan unit kerja terkait.

Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Merumuskan inti masalah dari substansi yang diadukan;

b. Menguji dan menghubungkan substansi yang diadukan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

¢. Meneliti dokumen dan / atau informasi yang terkait dengan pengaduan;

d. Menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak
berkadar pengawasan; dan

e. Menetapkan hasil penelaahan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya.

Hasil penelaahan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
dikategorikan dalam pengaduan masyarakat berkadar pengawasan, pengaduan
masyarakat tidak berkadar pengawasan, pengaduan masyarakat yang substansinya
tidak logis dan pengaduan masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan
Kementerian Perindustrian, disusun dalam bentuk laporan dengan Format Laporan
Hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran II
Peraturan Inspektur Jenderal ini.



Pasal 6

(1) Penyaluran laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat yang berkadar
pengawasan beserta dokumen pendukung disampaikan dengan memo dinas Inspektur
IV selaku Ketua Klinik Konsultasi Itjen kepada Inspektur sesuai dengan cakupan
tugasnya untuk ditindaklanjuti.

(2) Penyaluran laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat yang tidak berkadar
pengawasan disampaikan dengan memo dinas oleh Inspektur IV atas nama Inspektur
Jenderal kepada pimpinan satuan unit ketja yang bersangkutan dengan melampirkan
fotocopy dokumen aduan untuk ditindaklanjuti.

(3) Penyaluran laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat yang substansinya tidak
logis berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi disampaikan dengan
memo dinas oleh Inspektur IV atas nama Inspektur Jenderal kepada pimpinan satuan
unit kerja yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy dokumen dan tidak perlu
ditindaklanjuti.

(4) Penyaluran laporan hasil penelashan pengaduan masyarakat yang secara substansial
bukan kewenangan Kementerian Perindustrian disampaikan dengan memo dinas
Inspektur IV selaku Ketua Klinik Konsultasi Itjen kepada Sekretaris Inspektorat
Jenderal dengan melampirkan fotocopy dokumen aduan untuk diteruskan kepada
instansi lain yang berwenang menangani.

Pasal 7

(1) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dilakukan oleh
Inspektur sesuai dengan cakupan tugasnya dengan menanggapi secara tertulis atau
dapat melalui audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi dengan penugasan
dari Inspektur Jenderal.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pengaduan diterima dan dicatat dalam
Agenda Penerimaan Pengaduan Masyarakat, kecuali ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 8

(1) Tindak lanjut wuntuk pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan
dilakukan oleh pimpinan satuan unit kerja yang bersangkutan atau oleh pejabat yang
berwenang menindak lanjuti paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan
diterima oleh unit satuan kerja terkait, kecuali ada alasan yang dapat diterima.

(2) Penanganan tindak lanjut sebagaimana pada ayat (1) ditembuskan kepada Inspektorat
Jenderal.



Pasal 9

(1) Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Inspektur Jenderal
berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tindak lanjut dari
laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara ;
a. langsung; atau
b.tidak langsung.

Pasal 10

(1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a
dilakukan melalui:
a. pemutakhiran data,
b. rapat koordinasi; dan/atau
c. monitoring ke satuan unit kerja yang menangani.

(2) Sekretaris Inspektorat Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data
dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(3) Monitoring ke unit satuan kerja yang menangani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, dilaksanakan oleh Tim Pemantau Inspektorat Jenderal.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf
b, dilakukan melalui komunikasi elektronik dan/atau melalui surat menyurat yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur IV selaku Ketua Klinik Konsultasi ITJEN,

Pasal 11

(1) Status penanganan pengaduan masyarakat terdiri atas:
a. Status “dalam proses” apabila permasalahan yang diadukan sedang dalam proses
penanganan; dan
b.Status “selesai” apabila permasalahan yang diadukan telah selesai ditangani,
dibuktikan dengan laporan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.

(2) Status penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengaduan
masyarakat berkadar pengawasan disampaikan oleh Inspektur IV selaku Ketua Klinik
Konsultasi Itjen kepada Pelapor.

(3) Status penanganan pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan
disampaikan oleh Inspektur IV selaku Ketua Klinik Konsultasi Itjen kepada pelapor
setelah mendapatkan laporan penanganan dari unit satuan kerja yang bersangkutan.

(4) Status penanganan pengaduan masyarakat yang berdasarkan hasil penelahaan
dikategorikan subtansinya tidak logis dan atau penanganannya bukan kewenangan
Kementerian Perindustrian ditetapkan oleh Inspektur IV selaku ketua klinik konsultasi
Itjen dinyatakan dengan status selesai.



Pasal 12

(1) Setiap pelaksanaan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat disusun dalam
bentuk laporan.

(2) Laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 disusun oleh Inspektur sesuai dengan cakupan tugasnya dan disampaikan
kepada Inspektur Jenderal.

b. pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 disusun oleh kepala unit satuan kerja terkait dan disampaikan
kepada Inspektur Jenderal.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun secara sistematik,
singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dan/atau
saran tindak lanjut, dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 13

(1) Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dihimpun oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

(2) Himpunan laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian
secara berkala setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Pengawasan Inspektorat Jenderal.

Pasal 15

(1) Pengarsipan dan pengelolaan dokumen laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
dan dokumen pendukung lainnya dilakukan oleh Klinik Konsultasi Itjen.

(2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan jenis
masalah, unit satuan kerja terlapor dan waktu pengaduan.

Pasal 16

Siklus penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan, dicatat oleh Klinik
Inspektorat Jenderal dalam buku kendali sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 17

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V. a, b, dan ¢ Peraturan Inspektur Jenderal ini.



Pasal 18

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian ini mulai berlaku apada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 2 -Oktober 2013

INSPEKTUR JENDERAL,

IMAM HARYONO

SALINAN Peraturan Inspektur Jenderal ini

disampaikan kepada:
Menteri Perindustrian;
Wakil Menteri Perindustrian;
Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Para Eselon 11 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Para Kepala Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
Pertinggal.

TRl (R e oS e



AGENDA PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Lampiran |

Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor :- 127 /1I-IND/PER/LO /2013

No [ Tgl. Terima | No./Tgl/Surat | Carape- [Perihal{ Pelapor (nama, alamat, | Terlapor (nama, NIP, | Lokasi Kasus/ Keterangan
Urut Surat Pengaduan |nyampaian pekerjaan, identitas) alamat) Unit Kerja
1 E 3 4 5 6 7 8 9




Lampiran II
Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor : 127 /IJ-IND/PER/10 /2013

Kop Surat

LAPORAN HASIL PENELAAHAN PENGADUAN MASYARAKAT

I. DATA UMUM

1. Tgl. Surat Pengaduan

2. Tgl. Terima
3. Pelapor -

4, Terlapor -

DUMAS *)
KODE :

Nama

Alamat
Pekerjaan :
Kartu Identitas

Nama / NIP
Alamat
Jabatan
Unit Kerja :

5. Lokasi Kasus/KeJadlan

II. SUBSTANSIPENGADUAN

(Inti Masalah)

1. .................................
2 .................................

Dst...

II. HASIL PENELAAHAN

A. KESIMPULAN

R S
;. rialaTis i b

B. REKOMENDASI

e Tt b e A T
£ PP | PRl LA T

........ dst. nya
........ dst. nya

.............. dst. nya
............. dst. nya

............. dst. nya
.............. dst. nya

C. LAMPIRAN (Surat Pengaduan / Dokumen Pendukung)

INSPEKTUR IV
Selaku Ketua Klinik Konsultasi Itjen

.............................................................

*) diisi kode A, apabila hasil penelahaan berkadar pengawasan;
B, Tidak Berkadar Pengawasan;
C, Tidak Logis; dan
D, Bukan Kewenangan Kemenperin.



Lampiran [
Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor : 127 /IJ-IND/PER/10 /2013

Kop Surat

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT / AUDIT KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT
PADA : (UNIT KERJA/SATKER)

DAFTAR ISI

A. RINGKASAN HASIL AUDIT
B. URAIAN HASIL AUDIT PENGADUAN MASYARAKAT

BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Ruang Lingkup Pengaduan

BAB II : PELAKSANAAN AUDIT
1. Masalah Pokok Aduan
2. Analisa dan Evaluasi

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Lampiran : (dokumen pendukung terkait)



Lampiran V.b
Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor:127/1J-IND/PERAO /2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Menerima dan menandatangani Hasil dari
penelaahan Pengaduan Masyarakat dan Surat/dokumen Pengaduan 30 Nonit Memo Dinas Kepada Irjen dan
menyampaikannya kepada Inspekiur Jenderal Masyarakat tnspektur
atau Inspektur —
fajari dan mendisposisikan hasil telaghan .
::fs:ﬁl ljmiuk diiindakiaﬁti inspektur sesuai ‘ill Suratfdokumentdata dukung 3 hari Dispossi jen
Pengaduan Masyarakat
cakupan fugasnya
Menindaklanjuti hasil telaahan mefalui tanggapan
secara terlulis alau audit khusus dan H _ Disposist Irjen, Hasil telaahan, 90 hasi Konsep Laporan Hasil Tindak | dapat maelalui Audit
penyusunan |aporan hasil indak lanjut kepada |—7 dokumen pengaduan & Lanjut Pengaduan Mayarakat tujuan tertenty
Ingpektur Jenderal
Mempelajari konsep laporan hasil tindak tanjut \l’\ Konsep Laporan Hasil Tindak Konsep Final Laporan Hasil
dari Inspektur /Tim Auditor uniuk diteliti dan Lanjut Pengaduan Mayarakatdan | 120 Menit Tindak Lanjut Pengaduan
dikoreksi/didiskusikan. ﬁ/ dokumen pendukung Masyarakat
l final untuk disampaikan
kepada Menteri
Menandatangani Laporan Hasil Tindak Lanjut <> Kotzﬁ?m':;na?:gfeﬁ:sgi::;? Z;;{lia - 15 menit Laporan Hasil Tindak Lanjut s:bea';na?::::
Pengaduan M%ya@at Ingpektur yang ditugaskan Pengaduan Masyarakat ceaganbian
keputuisan iebin
lanjut
Mengirimkan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Kepada Menteri Perindustrian dan Memo Dinas Pengantar, Dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut
pengarsipan/dokumentasi di Sekretariat (TJEN Pengaduan dan Laperan Hasil 60 Menit Pengaduan Masyarakat, dan
c.q Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Tindak Lanjut Pengaduan bukti dokumen aklivitas
Masyarakat penanganan pengaduan.




Lampiran V.a.
Peraturan Inspektur Jendara
STANDAR OPERASION AL PROSEDUR Nomor :127 7U-INDIPERALO / 2013

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dy LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Menenima dan mencatat Pengaduan
Masyarat yang masuk secara fertulis,
lisan, on line, melalui elektronik dan
media catak

Dicatat dan i genda oleh tim Klinik Konsytias;
ITJEN

Dikoordinasikan ol Inspeicur IV selaey
Ketua Tim Kiinik Konsultasi iien bersama
Inspekiur sesyaj cakupan tugasnya dan
dapat mefibatkan pejabat eselon Il atay
pimpiran unit kerja terkait,

Suratidokumen/data
dukung Pengadyan
Masyaraka(

3 hari Hasil Telaahan

Memo Dings Pengantar dan
Hasil Telaahan dasi Inspekdur
IV selaku Ketug Klinik
Konsultasi Inspekiorat
Jenderal

3 Membuat konsep memo dinas dan
taporan hasil penelaahan

Hasil Telaahan &
Suratidokumen
pengaduan

30 Menit

4. Laporan Hasy Penalahaan Pengaduan Masyarakat
berkadar Pengawasan ke Inspalcur Jonderal, unfuk

ditindaklanjug Paling lama 90 hari,
b, Laporan Hasil Panelaahan Pengaduan Masyarakal figak
berkadar i ikan ke Sskjen, Dirjen,
Kepalasadm.tha%pinm UPT dan Unit Pendidikan
Memo Dinas Pengantar, untuk ditindokianjui pating lama 14 har,
Hasil Telaahan dan : .
dokumen pengaduan dari Laporan hasil penetaahan & Laporan hasil panaiaahan Pengadian Masyarakat yang
Pengaduan masyarakat substansinya tidak Jogis yang tidak sasyay dangan
Inspeldur IV selaky Ketua kelentuan peraturgn Perundang-undangan disampaikan
Menyalurkan laporan hasil telaahan Klinik Itien {idak poru ditindakiant
4 Pengaduan Masyarakat: untuk
ditindakanjuti
d PengadumMmmymgsocamsuhsmiaIMan
ki gan K ian Perind disampaikan
kepada instansi [ain ¥ang berwenang ik menangani
@, Tindak lanjuf Pengaduan masyarakat yang berkadar
Pohgawasan dilakukan oleh Inspektur sesyai dengan
cakupan ugasnya dangan menanooepi secara lertulis
atu dapat melah audit dengan bujuan leriany atay
audit investigasi dengan penugagan dad inspeikct
Jondoral
Bukti Tanda Terima Pengarsipan semua
Penginiman dan dokumen penanganan Pendokumentasian aktivitas penanganan
§ |Mengarsipkan hasi telaahan pertinggal/ copy Hasil 30 Menit Pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat di Kiinik Konsultas;
Telaahan dengan Sesual jenis magalah / ruang ITJEN
J dokumen pendukung lingkup adyan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK BERKADAR PENGAWASAN

Mencatat dan menyalurkan Hasil

Hasil Penelaahan

D1 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Memo Dinas dan Dokumen

Lampiran V.c

Peraturan inspekiur Jenderal
Nomor: 127 /J-IND/IPERf 10 /2013

Pengaduan 30 Menit
Penelaahan Pengaduan Masyarakat. Masyarakat Pengaduan Masyarakat
Memo Dinas dan Laporan Hasil Tindak Lanjuf | Itien memantau
Tindak lanjut penanganan hasil Dokumen ek Pengawasan Penanganan tindaklanjut
telaahan Pengaduan Masyarakat. Pengaduan dan Dokumen pengaduan penanganan
Masyarakat kepada Inspektur Jenderal pengaduan
p il Hasil Laporan Hasil
Pe"yampa'a“P ap"r;‘" - ;‘ - ( ) Tindak Lanjut Laporan hasil Tindak Lanjut
kenaggi;ant gnga uabe rkaf;y d na Penanganan dan 60 Menit penanganan dan pengarsipan
s e i E Dokumen dokumen pengaduan.

pengarsipan.

Pengaduan




BUKU KENDALI PENGADUAN MASYARAKAT

Lampiran ¥V

Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor : 127 /u-IND/PERALD /2013

No. | Tgl Terima Tgl. Surat Substansi Unit Pelaksana Status Penanganan Pelaporan Keterangan
Hasil Telaah | Penelaahan| Penelaahan Tindak lanjut Dalam Proses Selesai
1 2 3 4 5 6 i 8 9




